PERJANJIAN KERJASAMA T
ANTARA POE INDOHESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPOMNE
DEMGAM
PT POS INDONESIA (PERSE RO)
KANTOR CABANG WATAMPOME 92700
TENTANG
JASA PENGIRIMAN DOKUME N, BARANG DAN LOGISTIK

NO : W20-A2/2380/HM.00/XL2021
NO: 269/ WTP/KURLOG/ADM.PENJUALAN/4/122021

Pada han ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Movember tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu {26-11-2021), bertempat di Watampone, telah dibuat dan ditandatangani
Perjanjlan Kerja Sama Jasa Pengiriman Dokumen, Barang dan Logistik antara

Pengadilan Agama Watampone dengan PT. Pos Indonesia (Persero) (selanjutnysa
disebut Perjanjian) cleh dan antara:

DRA. NUR ALAM SYAF, : Dalam jabatannya selaku Ketua Pengadilan Agama

SH.MH Watampone dengan NIP 19670730 190303 2006
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor @ 25KMAISK
AF2020 tanggal 10 Februar 2020 bedindak uniuk
dan atas nama Pengadilan Agama Watampone
Kelas 1A yang berkedudukan di JI. Yos Sudarso
No. 48A Walampone, untuk selanjutnya disabut
PIHAK PERTAMA:

FIRMAN AZIS . Dalam jabatannya selaku Executive Manager KC
Watampone 92700, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama PT POS INDDNESIA (Persera) yang
berkedudukan di Jalan Banda Ne.30 Bandung
40115, berdasarkan Angpgaran Dasar PT Pos
Indonesia (Persern) yang tercantum dalam Akta
Motaris Sufjipto,5.H. Nomer. 117 tanggal 20 Juni
1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Akta Notaris Momor 13 tanggal 24 Agustus
2021 yang dibuat dan disampaikan cleh Aryanti
Artizari, 5.H.M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut
sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak,

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut -

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Peraditan Agama yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di
Ibukota Kabupaten atau kota dengan keputusan Presiden

b.  Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) vang bertujuan
untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah
di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pacda
khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam
maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan
terbatas;
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c. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan jasa PIHAK KEDUA untuk
melakukan pengiriman Kinman Dokumen/Barang kepada Penerima Kiriman.

d. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam melakeanakan tugas dan tanggung jawabnya
harus didukung oleh sarana dan prasarana dalam hal pengiriman Surat maupun
Paket dalam menciptakan tujuan untuk memudahkan dan mempearcepat
pengiriman Surat dan Paket yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA dan

menciptakan kerahasiaan serta keamanan terhadap dokumen atau barang yang
dikirim

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat dan seluju untuk
membual dan menandatangani Perjanjian ini dengan syaral dan ketentuan sebagai
berikut :
Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) lstilah-istilah yang digunakan dalam Peranjian ini mempunyai arli sebagaimana
diuraikan dibawah ini kecuali bila hubungan kalimat menghendaki lain.

a. Kiriman Dokumen/Barang adalah Surat dan/atau Barang milik PIHAK
PERTAMA yang wajib dikiimkan cleh PIHAK KEDUA kepada Penerima
Kiriman Dokumen/Barang

b.  Penerima Kiriman Dokumen/Barang adalah pihak-pihak yang berhak dan
berwenang &tas Kiiman Dokumen/Barang yang namanya tercantum
sebagai penerima di bagian luar atau terlihat pada amplop Kiriman
Dokumen/Barang tersebut, atau yang ditentukan lain aleh PIHAK PERTAMA.

c.  Sentral Layanan Pos (SLP) adalah Kantor Pos yang melakukan pickup
Kiriman PIHAK PERTAMA, melakukan administrasi penagihan, pelaporan
serta penanganan komplain dar PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini ditunjuk
adalah Kantor Pos Watampone 92700,

d.  Daftar Pengantar Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang =zdalah tanda
bukti hasil pemeriksaan kelengkapan dan kualitas seluruh Kiriman Dokumen/
Barang yang diterima dan diambil oleh PIHAK KEDUA dari Kantor PIHAK
PERTAMA dan/atau tempat lainnya yang ditentukan cleh PIHAK PERTAMA
untuk dikirimkan kepada Penerima Kiriman Dokumen/Barang.

e Biaya Pengiriman adalah biaya yang wajlb dibayarkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai imbalan jasa atas pengiriman
Kirman Dokumen/Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana
ditentukan dalam Pasal § Peranjian ini.

f. Bukti Pengiriman adalah tanda bukti pengiriman Kiriman Dokumen/Barang
yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang mencantumkan kolom nama jelas
Penerima Kiriman Dokumen/Barang, tanggal terima dan tanda tangan
Penerima Kiriman Dokumen/Barang.

g.  Harl Kerja adalah hari kerja Para Pihak yaitu mulai Senin sampai dengan
Sabtu, dan kecuali hari ibur atau hari yang dillburkan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

h.  Rekapitulasi Bulanan Kiriman Dokumen/Barang adalah rekapitulasi
pengiriman Kiman Dokumen/Barang dalam format yang berisi - nomer
penginiman, jumlah kiiman, besarnya uang kiriman dan keterangan jenis
kiriman dalam format sebagaimana terlampir dalam Lampiran-2 Perjanjian ini.
Rekapitulasi bulanan kiriman dokumen/barang dikirimkan setiap tanggal 3
(liga) pada setiap bulannya dan diserahkan bersama tagihanfinvoice kepada
PIHAK PERTAMA cleh PIHAK KEDUA,

i Laporan Kehilangan adalah laporan kehilangan Kiriman Dokumen/Barang
dalam pelaksanaan Pekerjaan yang diakukan oleh PIHAK KEDUA dalam
format yang telah ditentukan sebagaimana terlampir dalam Lampiran-4
Ferjanjian ini
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I Laporan Realisasi Pengiriman adalah laporan hasil  pelaksanaan
Pekerjaan mengenai status pengiriman Kiriman Dokumen/Barang yang
disertai dengan nomor pengifiman, Laporan ini dibuat oleh PIHAK KEDUA
uniuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan.

k. Pekerjaan adalah pengiriman Surat dan atau Paket PIHAK PERTAMA yang
menggunakan jasa PIHAK KEDUA umuk diteruskan kepada nasabah atau
pelanggan PIHAK PERTAMA.

I Proses Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang adalah proses pengirnman
Kinman Dokumen/Barang, sejak pengambilan Kiriman Dokumen/Barang dari
PIHAK. PERTAMA sampai dengan penerimaan Kiriman Dokumen/Barang
oleh Penerima Kiriman Dokumen/Barang.

m. Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakatan tingkat pelayanan
minimal yang diharapkan cleh PIHAK PERTAMA untuk dipenuhi oleh PIHAK
KEDUA .

n.  Tagihan Lengkap adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)
Perjanjian inl,

0. Tanggal Pengambilan adalah tanogal pengambilan  Kiriman
Dokumen/Barang oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA di lokasi kerja
yang dientukan oleh PIHAK PERTAMA dan atas hal tersebut tidak
dikenakan biaya cleh PIHAK KEDUA,

p.  HTNB adalah Harga Tanggungan Nilai Barang sebesar 0,24 % x Harga/Nilai
Barang yang tercantum dalam Daftar Pengantar Pengiriman Kiriman
Dokumen/Barang. yang akan ditambahkan pada biaya pengiriman Kiriman
Dokumen/Barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sabagaimana
ditentukan dalam Pasal 5 Parjanjian ini.

Definisi, penyebutan bentuk lunggal dalam Perjanjian ini termasuk juga bentuk

jamak, demikian pula sebaliknya,

Judul Pasal atau Ayat, Judul suatu pasal atau ayat dalam Perjanjian semata-mata

adalah untuk kemudahan perujukan saja, dan tidak berpengaruh  dalam

menafsirkan isinya.

Pasal 2
TUJUAN PERJAMJIAN

FIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana layanan jasa
penginman Kiriman Dokumen/Barang sebagaimana PIHAK KEDUA menerima
penunjukan tersebut dan sanggup menyelenggarakan layanan jasa pengiiman
Kiriman Dokumen/Barang dengan sebaik-baiknya.

Dengan kerjasama ini, tidak menunda, menghalang-halangi. mengurangi dan atau
membatalkan kerjasama sejenis yang telah atau skan dilakukan PIHAK
PERTAMA dengan pihak lain .

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJAMNJIAN

FIHAK PERTAMA memperoleh jasa penjemputan Kiriman oleh PIHAK KEDUA
{(pick up service) dari kantor PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili aleh Kantor Pos Watampone 92700 yang
menjalankan teknis pelaksanaan pengiriman Kiiman PIHAK PERTAMA
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA melaksanakan jasa pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA dengan
layanan Pos Express, Fos Kilat Khusus dan Paket Jumbo Ekonomi kepada
Penerima sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Parjanjian ini. Pengiriman
logistik berbasis CBA berdasarkan harga kesepakatan Para Pihak,
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Pasal 4
PELAKSANAAN PENGIRIMAN KIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG

PARA PIHAK melakukan serah terima atas seliap pengiriman Surat dan/atau

Pakel dengan buku serah khusus.

PIHAK KEDUA berhak menolak Kiriman PIHAK PERTAMA, yang berisikan kiriman

terfarang  dikiim melalui jasa pengiiman Surat danfatay  Paket yang

membahayakan kifiman lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

Dalam sefiap pengambilan Kiriman Dokumen/Barang, petugas PIHAK KEDUA

wajib memperlihatkan tanda pengenal yang menunjukan identitas bahwa yang

bersangkutan adalah petugas PIHAK KEDUA yang resmi dan berwenang.

Pengiriman Kirman Dokumen/Barang oleh PIHAK PERTAMA kepada Penerima

Kiriman Dokumen/Barang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

dan dilakukan pada Hari Kerja

Apabila Penerima Kiriman Dokumen/Barang yang dituju tidak berada di tempat,

maka petugas PIHAK KEDUA dapat menyerahkan Kiriman Dokumen/Barang

tersebut kepada penerima pengganti, dengan ketentuan sebagal berikut -

a. Pengiiman Kiriman Dekumen/Barang dikirimkan ke alamat rumah Penerima
Kiriman Dokumen/Barang, dapat diserahkan kepada suamifistri arangtua
kandung, anak kandung yang berusia minimal 17 tahun, keluarga yang
tinggal serumah, pembantu rumah tangga. ibu kostpenjaga kost dar
Penerima Kinman Dokumen/Barang dengan menyebutkan nama lengkap
penerima pengganti dan nomeor kartu tanda penduduk {jika diperlukan), atau
cara lain yang diyakini aman dalam penyampalannya dan dapat
dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA, kepada PIHAK PERTAMA.

b. Pengiriman Kiiman Dokumen/Barang ke Kantor Penerima Kiriman
Cokumen/Barang, dapat diserahkan kepada atasan langsung, sekretaris,
teman kerja, satpam, resspsionis dengan menyebutkan nama lengkap
penanma pengganti dan nomoer kartu tanda penduduk serta nomor telepon
(iika diperlukan), atau cara lain yang diyakini aman dalam penyampalannya
dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dan apabila terjadi hal demikian, maka PIHAK KEDUA wajib
memberikan kelerangan pada laporan realisasi pangiriman.

(6) Pengantaran Ulang Kiriman Dokumen/Barang

a. Untuk Kiriman Dokumen/Barang yang lidak berhasil diserahkan pada
kesempatan pertama oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan huruf a atau b ayat
(8] Pasal Iinl, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pengantaran ulang pada
kesempatan kedua dan ketiga, kecuali pengiriman Kiriman Barang yang
menggunakan Layanan Paket Jumbo Ekonomi tidak dilakukan pengantaran
ulang.

b. Kiriman Dokumen/Barang yang menggunakan layanan Pos Exprass dan Pos
Kilat Khusus yang tidak berhasil diserahkan, akan dikembalikan
(Retourjkepada PIHAK PERTAMA, dengan disertai keterangan/alasan gegal
serah yang dicantumkan pada Bukii Pengiriman dalam jangka wakiu paling
lambat 12 (dua belas) Hari Kerja sejak tanggal pengantaran ulang pada
xesempatan terakhir/ketiga Kiriman Dekumen/Barang yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA, dan tidak dikenakan biaya pengiriman kembali (Retour).

¢. Kinman Barang yang menggunakan Layanan Paket JumboEkonomi yang tidak
berhasil diserahkan, akan dikembalikan (Retour) kepada PIHAK PERTAMA
dengan disertal keterangan/alasan gagal serah yang dicantumikan pada Bukti
Pengiriman, setelah PIHAK PERTAMA bersedia uniuk dikenakan biaya
pengiriman kembali.

d. Setelah "Kiriman Dokumen/Barang yang tidak berhasil diserahkan®
dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
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KEDUA  wajb melakukan pengiiman ulang apabila  dari hasi
pemeriksaanfinvestigasi yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/stau
PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Penerima Kiriman Dekumen/Barang
tersebut masih berempat tinggal tetap dengan alamat yang sama disertai
dengan bukfi tertulis dar hasil investigasi yang dikuatkan oleh petugas
dan/atau aparat wilayah kecamatan/dess setempat.

(7) PIHAK KEDUA wajib menerbitkan Bukti Pengirman untuk setiap pengiiman
Kiriman Dokumean/Barang.

(8) PIHAK KEDUA wajib menyimpan Bukti Pengiriman yang telah ditandatangani dan
dibubuhi nama jelas Penerima Kiriman Cokumen/Barang atau penerima pengganti
sebagai bukti tanda terima Kirman Dokumen/Barang dalam wakty minimal 4
{(empat) bulan terhitlung sejak Tanggal Pengambilan Kiriman Dokumen fBarang dari
PIHAK PERTAMA .

(9) Apabila terdapat Penerima Kiriman Dokumen/Barang yang memberikan laporan
benarfakurat kepada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bahwa yang
bersangkulan belum menerima Kiriman Dekumen/Barang, namun dalam Laporan
Realisasi Pengiriman danfatau Laporan Bulanan Pekerjaan telah tercantum nama
Penerima Kinman Dokumen/Barang dan Pekerjaan dinyatakan berhasil, maka
PIHAK KEDUA wajib melakukan pembuktian dan/atau pemeriksaan atas laporan
tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA datam jangka waktu
maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak laporan tersebut diterima PIHAK KEDUA,

{10) Selama Proses Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang, PIHAK KEDUA harus dapat
menginformasikan keberadaan Kiriman Dokumer/Barang secara akurat kepada
PIHAK PERTAMA atau Penerima Kiriman Dokumen/Barang, yaitu melalui fasilitas
pelacakan PIHAK KEDUA pada situs internet http:i/posindonesia.co.id/maupun
dengan cara-cara lain yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Paszal &
BIAYA PENGIRIMAN DAN PEMBAYARAN

(1) PIHAK KEDUA berhak atas Biaya Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang sebagai
berikut :

a. Layanan POS EXPRESS, Layanan POS KILAT KHUSUS dan Layanan Paket
Jumbo Ekenomi diberlakukan tarif Published sesuai dengan tingkat berat dan
slamat penerima Kiriman Dokumen/Barang.

b. Layanan LOGISTIK diberlakukan tarif berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK,

(2] PIHAK KEDUA berhak atas Biaya Harga Tanggungan Nilai Barang (HTHE)
Kiriman Dokumen/Barang berharga sebesar 0,24 % x Harga/Nilai Barang yang
tercantum dalam Daftar Pengantar Pengiriman Kifman Dokumen/Barang

(3) FIHAK KEDUA berhak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut
oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian ini.

(4) PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis apabila terjadi perubahan
Biaya Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang. Untuk Layanan Logistik, perubahan
Biaya Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang mulai diberlakukan setelah disetujul
oleh PARA PIHAK .

(3} Surat tagihanfinveice diterbilkan cleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tanggal
tutupan akhir bulan dan diajukan PIHAK KEDUA melalui Kantor Pos SLP ke
kantor PIHAK PERTAMA Tagihan lengkap terdiri dari:
= 3Surat tagihanfinvoice
=  Kwitansi asli
* Rekapitulasi Pengiriman Kiriman Dokumen/Barang
= Bukti Kirim atau Backsheet (sesui kebutuhan)

(6) Penagihan Biaya Penginman dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut -
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a. Surat tagihan ke-1 diterbitkan tanggal 3 bulan berikutnya dan pelunasan
tanggal 15 bulan bergalan.

b. Surat tagihan ke-2 dibuat bila sampai dangan batas jatuh tempeo pelunasan dari
tagihan ke-1 PIHAK PERTAMA belum melunasi. Diterbitkan fanggal 16 dan
peiunasan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan .

¢. Sural tagihan ke-3 dibuat bila sampai dengan batas jatuh tempo pelunasan dari
tagihan ke-2 PIHAK PERTAMA belum melunasi. Diterbitkan tanggal 26 dan
peiunasan paling lambat tanggal 30 bulan berjalan.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan surat tagihanfinvoice kepada PIHAK

PERTAMA dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperiukan aoleh

PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada ayat (5) Pasal ini. Setelah

tagihan/invoice lengkap diterima dan diperiksa oleh PIHAK PERTAMA, kemudian

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas Biaya Penginman tersebut

kepada PIHAK KEDUA dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan sesuai pada

ayat (6) pasal ini.

Froses pembayaran Biaya Pengiriman dilakukan dengan cara mentransfer dana

sebesar tagihan dan perhitungan lainnya sesusl dengan nominal yang tertera

dalam Tagihan Lengkap ke rekening PIHAK KEOUA di Kantor Pos df

Kabupaten/Mota masing-masing. Khusus kantor cabang PIHAK PERTAMA

wilayah Watampone pada alamat :

Nama Bank - Bank BRI

Cabang 1 Watampone

Atas Nama :  PT Pos Indonesia Cab Bone

Mo. Rekening ¢ 0111-01-000842-303

BeritalKat . NAMA PERUSAHAN YANG MEMBAYAR

{Ditulizkan pada slip setor bank)

Petugas Pemasaran (Account executive) termasuk selurub pegawail lainnya dar

FIHAK KEDUA dilarang keras menerima tiipan pembayaran hutang / tagihan,

Atas pembayaran tagihan yang telah dilakukan via rekening bank, FIHAK

PERTAMA wajib menginformasikan kepada PIC PIHAK KEDUA melalui

emailWhalsapp/Telegram/faksmili yaity besar uang pembayaran dan tanggal

transfer.

Apabila FIHAK PERTAMA terlambat melunasi tagihan maka PIHAK KEDUA akan

mengenakan denda sebagai berikut :

a. Denda keterlambatan pembayaran dikenakan terhitung mulai 1 (satu) hari
setelah batas akhir jatuh fempo pelunasan:

b. Pembayaran diatas tanggal 15 bulan berikutnya dikenakan denda 1% (=atu per
seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo;

¢. Pembayaran diatas tanggal 25 bulan berikutnya dikenakan denda 29 {dua per
seratus) dari saldo piutang yang jatuh tempo

d. Keterlambatan pembayaran barikutnya dikenakan denda 2% {dua per seratus)
per bulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan
sabalumnya

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan PIHAK PERTAMA belum membayar

Biaya Pengiriman tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan danfalau

tidak melaksanakan Pekerjaan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sampai

dengan pelunasan pembayaran Bisya Pengiriman dapat diselesaikan cleh PIHAK

PERTAMA atau setiap PIHAK PERTAMA menyerahkan Pekerjaan kepada PIHAK

KEDUA diringi juga dengan pembayaran Biaya Pengiiman kepada PIHAK

KEDUA, sampai Biaya Pengiriman yang tlerunda/belum dibayar dan denda

dilunasi oleh PIHAK PERTAMA.

Apabila terdapat perbedaan perhitungan pengifiman Kiriman Dokumen/Barang

antara Para Fihak, maka akan dilakukan perhitungan ulang (Rekonsiliasi) antara

Hatantan & dar 15

Pacppidaa Azams KETORGE Watknacan | Aaore e ¥
(TR AR [Fi] Famansdy

A




(14)

(13)

(1)

(1}
{2)
(3)

(4)

“ata yang ada pada Para Pihak dan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tga)
Hari Kerja dan setelah diperoleh hasil final atas jumlah Kirman Dokumen/Barang
yang diakui berhasil terkiim yang skan dijadikan acuan pambayaran Biaya
Fengiiman serta harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Ferhitungan Ulang
(Rekonsiliasi) Bersama yang ditandatangani Para  Pihak (Berita Acara
Rekonsiliasi).

Jika terdapat perbedaan perhilungan dalam tagihan seperti yang dijelaskan dalam
ayat (11) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tetap harus membayar tepat waktu
sebesar jumiah pengirman Kiriman Dokumen/Barang yang diakui oleh PIHAK
PERTAMA terleblh dahulu. Dan atas perbedaan jumlah penginman Kiriman
Dokumen/Barang antera yang diakui PIHAK PERTAMA dengan perhitungan
PIHAK KEDUA harus dibayarkan PIHAK PERTAMA dalam jangka wakiu 15 (lima
belas) Hari Kerja setelah Berita Acara Rekonsiliasi disetuui oleh Para Pihak,
Setelah pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA

harus mambual kuitansifanda terima bermeteral cukup dan ditandatangani oleh
Kepala Kantor SLP.

Pasal 6
BIAYA TRANSFER

Biaya transferfadministrasi bank yang timbul atas pembayaran tagihanfinvaoice
cleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA

dan fidak mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud pada Pazal 5 Perjanjian ini.

Pasal 7
PAJAK

Kelenluan perpajakan pada perjanjian ini berpedoman pada peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Atas jasa pengiriman suralpos dan pakeipos yang diserahkan oleh PIHAK
KEDUA adalah objek pajak PPN

Kewajiban PIHAK KEDUA
- Memungut PPN dan menerbitkan Fakiur Pajak (kode 02) atas jasa

pengiriman paketpos yang disershkan PIHAK KEDUA kepada FPIHAK
FERTAMA;

- Menyetorkan FFN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor
Pelayanan Pajak;

- Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran invoice/penagihan
kepada PIHAK PERTAMA.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan datam pembuatan Bukfi
Fotong PPh 23 sebagaimana dimaksud Ayat (3) dalam Pasal ini adalah

FIHAK PERTAMA

MNPWP : 00.108.927.3-808.000

MNama Wajib Pajak : Pengadilan Agama Watampone
Alamat +JI Yos Sudarse No 494 Watampaone

PIHAK KEDUA
NPWP - 01.001.620.2-B08.003
MNama Wajib Pajak - PT Pos Indonesia (Persera) kantor Pos Watampone

Alamat Dl MUH.Thamrin No. 7 Manurunge, Tanete Riattang, Kab.
Bone, Sulawesi Selatan 92712
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(5}  Perubahan data NPWP baik yang digunakan untuk pembuatan Fakiur Pajak PPN

dan Bukti Potong PPh Pasal 23 berdaku efektif jika perubahan secara tertulis telah
diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender esjak terjadinya
perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan
menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA

{2)

(3)

(4)

b.

c.

d.

B

d.

Mendapatkan pelayanan dari PIHAK KEDUA dari pemberian |asa sesuai dengan
apa yang tercantum dalam perjanjian ini

Melakukan investigasi sewakiu-waktu terhadap prosedur pengifiman, inspeksi
lapangan atau evaluasi kinerja PIHAK KEDUA.

Mendapatkan informasi tentang ketedambatan, kerusakan atau kehilangan dari
FPIHAK KEDLA

Berhak meminta ganti rugi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pengiriman

Dokumen atau Barang lenadi ketedambatan, kerusakan dan kehilangan sesual
Pasal 10 Perjanjian ini.

- Menerima resi tanda bukti pengiriman dari PIHAK KEDUA.

ewajiban PIHAK PERTAMA

Menyerahkan dokumen atau barang kepada petugas pick up PIHAK KEDUA
dan memastikan kiriman bukan kiriman yang dilarang pengirimannya sesual
ketentuan yang beraku.

Membayar biaya pengiriman dokumen dan barang setiap bulannya paling
lambat tanggal 5 bulan berjalan tagihan setelah mendapatkan invoice tagihan
dari FIHAK KEDUA. Dan ditransfer ke rekening bank yang dilunjuk oleh FIHAK
KEDLUA,

Membayar denda keterlambatan pembayaran jaza pengiriman Dokumen atau
Barang yang besarnya sebagaimana pada Pasal 5 ayal (11) Perjanjian ini.

Hak PIHAK KEDUA

a

Menerima pambayaran dari PIHAK PERTAMA, atas biaya pengiriman Dokumen

atau Barang tepat wakiu dan sesuai dengan Surat Tagianfnveice termasuk
menenma pembayaran denda.

- Menghentikan perjanjian untuk sementara apabila PIHAK PERTAMA belum

melunasi tagihan dan membayar denda yang telah ditentukan dalam perjanjian
inl,

- Menerima jaminan kiriman yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA tidak berisikan

yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ditunagkan pada surat
pernyataan.

Kewajiban PIHAK KEDUA

a.

b,

G,

d.

Memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan
yaitu berdasarkan Service Level Agreament ("SLA™.

Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA apabila ada keterambatan,
kerusakan atau kehilangan Dokumen atau Barang.

Mengirimkan invoice tagihan setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah
bulan transaksi kepada PIHAK KPERTAMA.

Malakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA apabila Dokumen atau barang
tidak terserahkan kepada penerima yvang dituju sesual Standar Waki
Pengiriman karena berbagai sebab kemudian memberi ganti rugi kepada PIHAK
KEDUA apabila terjadi kehilangan, keterlambatan atau kerusakan yangg
disebabkan oleh kelalaizn PIHAK PERTAMA.

Bertanggung jawab atas keamanan, kehllangan dan/atau kerusakan Dokumen
atau Barang setelah diserahterimakan oleh PIHAK PERTAMA sampai Dokumen
atau barang tersebut diterima oleh Penarima di alamat yang dituju.
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f.

Mengganti kinman PIHAK PERTAMA vang rusak dan/atau hilang berdasarkan
ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PELAPORAN DAM EVALUASI

(1} PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat

()
(23

(4}

(5)

(6)

(1)

tanggal 15 (lima balas) setiap bulan berikutnya hal-hal sebagai berikut:
a. laporan Realisasi Pengiiman pada saat status pengiriman  Kiriman
Dakumen/Barang felah diketahui;
b.  Laporan Kehilangan (jika ada) kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan.
Laporan sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini dilakukan oleh Kantor Pos sLP
kepada PIHAK PERTAMA,
Para Pihak sepakat untuk mengadakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan
Pekerjaan sesuai dengan mekanisme, metode, dan tata cara yang disepakati
bersama oleh Para Pihak, dan untuk pertama kali akan dilakukan evaluasi datam
Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanijian ini.
Masing-masing Pihak wajib memberikan tanggapan dan tindak lanjut untuk setiap
temuan, usulan, dan keluhan dari salah satu Pihak yang bertujuan meningkatkan
Kinerja layanan masing-masing Pihak.
Apabila terdapat keluhan atas Pekeriaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menanggapl keluhan PIHAK PERTAMA
tersebut dengan segera, yaitu dalam hari yang sama, salambat-lambatnya dalam
wakiu 2 (dua) Hari Kerja sejak keluhan diterima. Seluruh blaya yang tmbul di
FIHAK KEDUA dalam rangka untuk menanggapi keluhan menjadi beban dan
tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
Untuk kepentingan evaluasi, PIHAK KEDUA seluju bahwa PIHAK PERTAMA
danfatau perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, mempunyal hak untuk
melakukan pemeriksaan dan mendapatkan catatan/data dan kerespendens! yang
secara langsung dan semats-mata berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban
dan Pekerjaan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan penilaian resiko
keamanan informasi  (Information spcunfy). Pemeriksaan tersebut akan
dilaksanakan pada waktu yang wajar, dengan lunduk pada ketersediaan persanil
utama yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan, dan hanya
terhadap catatan/data dan bahan-bahan yang disimpan oleh PIHAK KEDUA serta
langsung dan semata-mata berkenaan dengan Perjanjian ini. Pemeriksaan akan
dilaksanakan di kanter PIHAK KEDUA atau di tempat lain dan di bawah
PeEngawasan yang wajar, untuk menjaga kerahasiaan atas informasi lain.

Pasal 10
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA atas
segala kerugian atau biaya yang layak dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA (Ganti
Rugi} uniuk kondisi sebagai berikut :

a. HKelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan cleh PIHAK KEDUA, atau
petugas dari PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian PIHAK
PERTAMA;

b.  Kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan Kiriman Dokumen/Barang
cleh pihak ketiga yang disebabkan kelalsian atau kesalahan PIHAK KEDUA,

¢.  Pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA alas satu atau lebih
ketentuan dalam Perjanjian ini:

d.  Salu atau lebih pernyataan atau Jaminan yang dibuatidiberikan oleh PIHAK
KEDUA dalam Perjanjian ini ternyata atau terbukti tidak benar dan atau tidak
sesual dengan kenyataan sebenarnysa.
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(2)

(=)

(4)

(1)

()

(3)

(4)
{5)

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peranjian ini dialur sebagai

berikut

4. Kerugian yang limbul akibat kesalahanikelalaian petugas PIHAK DERTAMA
menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK KEDUA
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA,

c. HKerugian yang timbul akibat kesalshan/kelalaian pelugas PARA PIHAK
menjadi tanggung jawab PARA  PIHAK  sesuai dengan  bobol
kesalahankelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

d. Ganti rugi standar perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap surat
dan paket yang tidak membayar bea jaminan ganti rugi dapat diberikan ganti
rugi : Hilang : 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000.- |
Ruszak : 5 {lima) x Biaya Pengiriman maksimal Rp 1.000.000,- apabila kiriman
diserahkan kepada pengirimikuasanya dan 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman
maksimal Rp 1.000.000,- apabila penginm/kuasanya melepaskan hak atas
kiriman, Terlambat : 25% x Biaya Pengiriman.

€. Ganli rugi yang dilindungi Perusahaan Asuransi dengan nilai jaminan ganti
rugi terhadap surat dan paket diberikan ganti rugl : Hilang : Maksimal 100% x
Nilal Pertanggungan barang yang hilang; Rusak - Maksimal 100 % x Nilai
Pertanggungan barang yang rusak; Terlambat : 25% x Biaya Pengiriman,

Dalam hal kerugian diderita cleh PIHAK PERTAMA, maka Ganti Rugi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan PIHAK KEDUA

pada bulan berikutnya.

Khusus untuk kehilangan Kiriman Dokumen/Barang yang berisi barang berharga

akan diberlakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Perjanjian ini

Pasal 11
FASILITAS PEMBAYARAN SECARA KREDIT

PIHAK. KEDUA menyetujui permohonan PIHAK PERTAMA perihal fasilitas
pembayaran biaya pengiriman secara kredit, berdasarkan data yang lelah dibuat
cleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut -

a. Formulir Data Company Profile Mitra PT. Pos Indonesia {Persera),

b. Surat Pernyataan,

Fasilitas pembayaran secara kredit sebagaimana lercantum pada ayat (1) Pasal
ini, dapat diberikan dengan persyaratan minimal nilai transaksi setiap bulan
adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa apabila jumiah tagihan dalam 2 (dua) bulan
pertama berlurut-turut ternyata di bawah dari jumlah minimal transaksi sefiap
bulan yang dipersyaratkan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, maka mulai awal
bulan ke-3 (tiga) pemberian fasilitas pembayaran secara kredit dengan otomatis
akan dihentikan. Apabila PIHAK PERTAMA masih berkeinginan untuk melakukan
pengiriman, maka diminta untuk membayar secara tunai atas bea jasa layanan
pos yang dipergunakan,

Pemberian fasilitas kredit dapat tetap dibarikan bila PIHAK PERTAMA berzedia
membayar sebesar batas minimal nilai transaksi sesuai dengan ayal (2) Pasal ini.
FIHAK PERTAMA menyetujui bahwa apabila tagihan dalam 2 (dua) bulan
pertama berturut-turut belum dibayar / difunasi, maka mulai awal bulan ke-3 {tiga)
pemberian fasillas pembayaran secara kredit dengan otomatis akan dihentikan.
Apabila PIHAK PERTAMA masih berkeinginan untuk melakukan penginman,
maka diminta untuk membayar secara tunai atas bea jasa layanan pos yang
dipergunakan,
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Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini
sebagai berikut:

(1)

()

()

Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan
Perjanjian inl dan dokumeniain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah
melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan uniuk sahnya
pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain
sehubungan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah,
berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap Para
Fihak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh Para
Fihak sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan
Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh Para Pihak atas kewajibannya menurut
Ferjanjian inl telah diperoleh atau dibuat dan berlaky penuh,

Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam
Perjanjian inl dan membebaskan Pihak vang lsin dari klaim dan/atau tuntutan
dan/alau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalsian pelaksanaan
kewajiban tersebut.

Pasal 13
KERAHASIAAN

Selama berlakunya Peranjian ini dan pada sefiap waktu sesudahnya, kecuall bila
disyaratkan lain dalam undang-undang oleh hukum, maka:

1)

(2]

(3)

(4)

Setiap Kiriman Dokumen/Barang darfatau informasi yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya danfatau informasi yang
diperoleh masing-masing Pihak sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini baik yang
diberikan atau disampaikan secara tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui
media selama pelaksanaan Pekerjaan antara Para Pihak, tarmasuk namun tidak
terbatas untuk nama-nama dan kelerangan-keterangan sehubungan dengan data
Penerima Kiriman Dokumen/Barang dan keluargenya adalah bersifat rahasia
{Informasi Rahasia).

Para Pihak termasuk para pejabal, direksi, petugas, dan karyawannya setuju dan
sepakat bahwa sefiap saat akan merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini yang diperoleh sebagal pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada
siapapun atau lidak akan menggunakannya unfuk kepentingan salah satu Pihak
alau kepentingan Pihak tertentu, tanpa terdebih dahuly memperoleh persetujuan
tertulis dari pejabal yang berwenang dari Para Pihak. Para Pihak akan
memastikan bahwa para petugas dan karyawannya, telah memahami sepenuhnya
akan berbagai kewajiban mereka terhadap Pihak lainnya untuk merahasiakan
sesual dengan syarat-syarat dari Perjanjian ini dan memastikan pematuhan oleh
mereka atas berbagal kewajiban fersebut,

Kecuali ditemtukan lain  berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak walib
mengembalikan atau menghancurkan Informasi Rahasia sesuai dengan instruksi
atau petunjuk Para Pihak

Apabila Para Pihak danfatau karyawannya dan/atau yang berada dalam
pengawasannya malanggar ketertuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), {2),
dan (3) Pasal ini, maka masing-masing Pihak setuju untuk bertanggung jawab
penuh, baik atas tuntutan hukum dan/atau kewajiban memberikan Ganti Rugi,
sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau
Hﬂl‘m;lm 17 davl 15
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(5}

(6)

{1)

(2)

(1)

(2)

tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan dalam Perjanijian ini.

Atas permintaan pertama dari salah satu Pihak, maka Pihal yang melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), {2), dan (3} Pasal ini

berkewajiban memberikan Ganti Rugi kepada Pihak yang dirugikan tersebut,

Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :

a. Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada pihak keliga atas persetujuan
Fara Pihak,

b. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum kecuali
melalui pelanggaran oleh salah salu Pihak atas berbagai kewajibannya
menurut Perjanjian ini dan Pihak tersebut dapat menunjukkan kebenaran hal
tersebut berdasarkan suatu bukli tertulis.

¢. Informasi Rahasia fersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi
perintah pengadilan atau badan pemenntahan lain yang berwenang
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaky, dengan
ketentuan bahwa sebelum membuka Informasi Rahasia Pihak tersebut wajib

membearitahu Pihak lainnya mengenal kewajiban untuk membuka Infarmasi
Rahasia lerssbut,

Pasal 14
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua
Ribu Dua Puluh Satu (26-11-2022) dan akan berakhir pada tanggal Dua Puluh
Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-11-2023) , kecuali
tefjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian
.

Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Peranjian Kerja Sama ini,

Pasal 15
SYARAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Berakhimya Jangka Wakiu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1)

Peranjian ini dan tidak dilakukan perpanjangan;

b. Sebelum berakhirnya Jangka Waktu, apabila:

- Salah satu Fihak melanggar atau tidak memenuhi satu atau lebib kewajiban
yang diatur dalam Penanjian ini dan hal tersebut berlangsung terus-
menerus selama 30 (tiga puluh) hari kalender:

- Salah satu Pihak bermaksud mengakhir Penanjian dengan kewajiban
memberntahukan sebelumnya secara  terulis kepada Pihak |ainnya
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran
efektif Perjanjian ini.

- Ada kefentuan perundang-undangan dan/atau kebijekan pemerintah
serendahnya sefingkat keuputusan Menteri yang lidak memungkinkan
berangsungnya Penanjian ini, tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini.

Para Pihak dengan ini secara tegas setuju untuk melepaskan/mengesampingkan
ketentuan Pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
sapanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai
pengakhiran Perjanjian idak diperlukan suaty keputuzan Pengadilan,

: Halaman 12 dad 14
-l ol il

7 RN I 1




Pasal 16
AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Dalam hal Perjanjian berakhir. maka

(1

(£)

(3)

(4}

(1]
(2]

(3)

{1)

Ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian ini tetap beraku.
Kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum berakhir atau

diakhirinya Perjanjian tetap berlaku sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai
oleh Pikak lainnya dalam Perjanjian ini.

Pasal 17
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud Force Majewve adalah suaty keadaan yang ada di |uar
kemampuan Pihak yang mengatami Force Majeure, seperii bencana alam, huru-
hara, kebakaran, banjir, badai, sabotase, peperangan, epidemi, kepatuhan
lerhadap pelaksanaan perundang-undangan dan laindain hal di luar kekuasaan
Fara Pihak.

Fihak yang mengalami Force Majsure wajib memberitahukan secara terulis
kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal tedadinya Foroe
Majeure, dengan memberikan penjelasan dimulainya kembali pelaksanaan dan
pemenuhan kewajlbannya berdasarkan ketentuan Peranjian ini. Keterlambatan
dan atau kelalaian untuk  memberitabukan terjadinya  Force  Majeuwre
mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagal Force Majoure yang
mengakibalkan keterlambatan dan atau kelalaian pemenuhan  kewajiban
berdasarkan Perjanjian ini.

Fihak yang mengalami Force Majeure wajib memulai kembali pelaksanaan dan
pemenuhan kewajbannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini segera setelan
Force Majeurs tersebut berakhir atau dapat diatasi sesuai dengan kesepakatan
dari Para Pihak,

Segala dan setiap permasalzshan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure
diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 18
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini dibuat, ditafsirckan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.

Para Fihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di
antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara
musyawarah untuk mencapai mufakat,

Apabila dengan cara tersebut ayat (1) Pasal ini kesepakatan tidak tercapai
secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesakannya secara
hukum pada domisii hukum yang umum dan tetap di Kantor Paniters
Fengadilan Negeri Watampone.

Pasal 19
PEMBERITAHUAN

Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan
di antara Para Pihak yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara teriulis,
dengan surat tercatat, dengan sura yang diantar sendini atau dengan jasa kurir
dengan tanda terima yang layak atau gengan faksimill, yang dizlamatkan
kepada:
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

PIHAK PERTAMA :

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG
Jl. Yos Sudarsono Watampane

Telp  :(04B4) 21018

HP - DE1241743160

Email : watampone@pta-makassarkota.go.id
Up.  :Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH

PIHAK KEDUA, :

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos Bone 92700

Jalan MH Thamrin Mo 7 Bone

Telp  : 0481-21044

HP . DBZ2347586001

Email : gresssofiana@posindonesia.co.id
Up . Gress Mardita Sofiana

Pembatalan/perubahan  alamat beriaku  efektif jika pembatalaniperubahan
secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari
kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala
akibat kelerlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang
melakukan perubahan tersebut

Pembatalan/perubahan pihak penghubung (confact person) berlaku efeklif jika
pembatalan/perubahan secara terulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam
wakiu 80 {enam puluh) har kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan
tersebut, eehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi
tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Setiap pemberitahuan dan kemunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di
atas, dianggap tefah diterima atau disampaikan:

8. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan
tanda tangan penermaan pada buku pengantar sural (ekspedisi) atau
tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim:

b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikiim melalyj jasa pengiriman (termasuk
pos) dan dibuktikan dengan tanda terima;

¢. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang
baik.

Pasal 20
KETENTUAN PERALIHAN

Para Pihak teriebih dahulu menerangkan bahwa dengan telah ditandatanganinya
Perjanjian Kerjssama sebagaimana lelah diterangkan pada Premise Perjanjian
Kerjasama ini maka mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini akan berakhir
sasuai wakiu yang telah ditentukan.

Apabila setelah lewat tanggal berakhimya Perjanjian tersebut dan beium terdapat
keinginan salah satu plhak untuk mengakhiri Perjanjian, sedangkan pekerjaan
masih terus dilakukan, maka sebagai dasar hukum selama masa transisi antara
berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sampai dengan
addendum Perpanjangan Jangka Wakiu Perjanjian berikutnya ditandatangani,
Fara Pihak sepakal tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syaral yang
tertuang pada Perarijian dimaksud ayat (1) Pasal ini sampai dengan addendum
Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian ditandatangani
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addendum Perpanjangan Jangka Wakiu Perjanjian berikutnya ditandatangani,
Fara Pihak sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang
terftuang pada Perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini sampai dengan addendum
Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian ditandatangani.

Pasal 21
KETENTUAN-KETENTUAMN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini, dan/atau segala perubahan
maupun penambahan dari Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya jika ada, akan
dibicarakan secara musyawarah dan akan dituangkan secara terulis dalam suatu
Addendum atau perubahan Perjanjian yang dibuat atas dasar kesspakatan dari
dan oleh Para Fihak, yang merupakan satu kesatuan yang lidak terpisahkan dari
Perjanjian.

Tidak ada Pihak yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan
dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara terulis
dan ditandatangani oleh Pihak tersebut Kelalaian suatu Pihak  untuk
menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu Pihak urtuk
memaksa agar Pihak lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini
bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan
dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh Pihak tersebut atas haknya
untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Peranjian ini.
Apabilas sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat
dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi
keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Ferjanjian,
Para Pihak fidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban masing-
masing Pihak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik
sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Peranjlan ini tanpa
persetuuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Pefjanjian ini akan dilaksanakan untuk keuntungan dari dan akan mangikat
Fara Pihak serta para pengganti dan para penerima pemindahan hak mereka.

Demikian Perjanjian ini diouat dan ditandatangani di Watampone dalam rangkap 2 {dua)
asll, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyal kekuatan hukum yang sama,

sara

dinyatakan mulai beriaku pada hari, tanggal. bulan dan tahun seperti disebut pada

awal Perjanjian ini.
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